
 

 

 

 
 
 
 

 

 

PPP Tuding Kesalahan Penghitungan Suara di Dapil DKI Jakarta II 

Jakarta, 1 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Perkara Perselisihan 

Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 pada Kamis (2/5), mulai pukul 

08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Siang Panel 3 di Lantai 2 Gedung I MK. 

Pada sidang perdana ini, Majelis Hakim Panel yang diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang didampingi 

Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. 

Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim 

Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. 

Permohonan yang teregistrasi dengan 5 nomor perkara terdiri dari (1) 02-01-17-11/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 PPP, 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 PAN, 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 

Partai Demokrat, 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Hendra Widjaja, 206-02-05-11/PHPU.DPR-

DPRD-XXII/2024 Fenty Lindari Amir Fauzi, dan 255-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Ronny Bara 

Pratama. 

PPP untuk memenuhi persyaratan ambang batas parlemen mengalami kekurangan suara sebesar 197.336. 

Lebih detailnya lagi terdapat persadingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang berbeda antara 

versi penghitungan Termohon dengan versi Permohon khususnya pada 35 dapil yang tersebar di 19 provinsi. 

Salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalag Dapil DKI Jakarta II. 

Dapil PPP Garuda Selisih 

DKI JAKARTA II Termohon Pemohon Termohon Pemohon 

74.107 80.467 6.420 60 6.360 

Pemohon berpendapat adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon. Hal tersebut mengakibatkan 

adanya perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda. Sehingga, PPP meminya MK 

membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. (TIR) 

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130  

http://www.mkri.id/

